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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik rr'ldonesia
putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN
Nomor 466/PdtP/2013/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Dispensasi Kawin
antara:

Faridah binti Mustaming, umur 39 tahun, agama Iklam, pekerjaan Urusan rumah
tangga, tempat tinggal di Jalan Veteran Lorong I Kelurahan
Walennae Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone , sebagai
Pemohon.

Pengadilan Agama Watampone tersebui.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21

Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone

Nomor 466/PdtP/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, pemohon adalah ibu kandung dar Haslinda bin Arifuddin hasil pemikahan
pemohon dengan Arifuddin bin Pankeng yang menikah pada tanggal 15 Desember
1990 di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bore.

2. Bahwa, anak pemohon tersebut masih berumur 15 tahun, 12 buan yang lahir pada
tanggai 27 Oktober 1997 atau belum mencapai batas minimal umur untuk
melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Bahwa, pemohon bermmaksud akan menikahkan anak pemohon tersebut (Haslinda
bin Arifuddin) dengan laki-laki yang telah melamamya yang bemama Rusli Betta bin
Betta umur 21 tahun, agama klam, pendidikan MTsN, pekerjaan Nelayan, bertempat
tinggal di Lingkungan Bene, kelurahan Lorrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur,
Kabupaten Bore.

4. Bahwa, alasan pemohon hendak mengawinkan anak kandung pemohon meski
dibawa umur karena anak pemohon dengan calon suaminya telah menjalin
hubungan asmara selama kurang lebih 6 buian dan sudah
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terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun,
dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tanete  Riattang, Kabupaten Bone dengan surat penolakan  Nomor
KK.21.05.8/PW.01/449/2013, tanggal 21 Oktober 2013, maka oleh karena itu
pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi
kawin kepada anak pemohon tersebt.

6. Bahwa, anak pemohon Haslinda bin Arfuddin telah akil baligh serta setuju dan siap
untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Rusli Betta bin Betta).

7. Bahwa, antara anak kandung pemohon (Haslinda bin Arfuddin) dengan calon suami
Rusli Betta bin Betia tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena
nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya  untuk
terlaksananya pemikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Watampone segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanumnya
menjatuhkan penetapan yang amamya berbunyi sebagai berikut
1. Mengabukan permohonan pemohon;

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bemama Haslinda bin
Arifuddin untuk menikah dengan Rusli Betta bin Betia;

3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete
Riattang, Kabupaten Bone untuk melaksanakan pemikahan tersebut;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri dan
selanutnya majelis hakim menasihai pemohon agar bersabar menunggu sampai anak
pemohon berumur 16 tahun, namun pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa, majelis hakim membacakan permohonan pemohon yang isinya tetap
dipertahankan oleh pemohon, kemudian pemohon m>enyatakan dapat menghadirkan
anak pemohon dan juga pemohontidak mendatangkan saksi-saksi untuk membuktikan
dalildalil permohonannya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk
kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanutnya dianggap termuat dan menjadi
bagian dari putusan ini;
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sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan yang diajukan oleh pemohon
ke pengadilan agama dan di depan sidang pengadilan pemohon tidak dapat mengajukan
bukii-bukt tentang kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan,
maka pemrmohonan Pemohon telah dapat dinyatakan menolak permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang beraku dan
hukum syar®! yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan pemohon
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
diperhitungkan sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 Masehi

bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1435 Hijiyah, oleh kami Drs. H. Kamaluddin,

S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. HM. Ridwan Palla, SH., MH. dan Drs. M.

Yahya sebagai Hakim Anggota, dan pada har itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

uniuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadin oleh hakim Anggota

tersebut di atas dan St. Jamilah,

S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.
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Drs. H. Kamaluddin,

Panitera
Pengganti,

St Jamilah, S.H.

Rincian Biaya Perkara;
Biaya

1. Rp. 30.000,-
Pendaftaran

2. Biaya ATK Rp. 50.000,-
3.  Biaya Panggilan Rp. 50.000,-

4. Biaya Redaksi Rp. 5.000;

5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 141.000,

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)
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